SALINAN

BUPATI JOMBANG

PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI JOMBANG
NOMOR 47 TAHUN 2022
TENTANG

PEDOMAN PENYELENGGARAAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH DAN EVALUASI AKUNTABILITAS

Menimbang

Mengingat

KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DI LINGKUNGAN

PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
BUPATI JOMBANG,

: bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 4 Peraturan

Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah dan Pasal 6 ayat (1) Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah, maka perlu menetapkan Pedoman
Penyelenggaraan  Sistem  Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jombang
dalam Peraturan Bupati;

: 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan
Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah
Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6757);

5. Peraturan Pemerintah nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4614);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata
Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4663);



7.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan
Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 108,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4689);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6402);

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020
(Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6477);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang
Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan
Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 6340);

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk
Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara
Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Sistem
Manajemen Kinerja Pegawai Negeri Sipil;



Menetapkan

18. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

19. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang
Penjenjangan Kinerja;

20. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang
Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara;

21. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2016

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Jombang (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang
Tahun 2016 Nomor 8/D, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 8/D) sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Jombang Nomor 3 Tahun 2021 (Lembaran
Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2021 Nomor 3/D);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN
PENYELENGGARAAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH DAN EVALUASI AKUNTABILITAS
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG.

BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dumaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Jombang.

2. Pemerintah  Daerah adalah Pemerintah  Kabupaten
Jombang.

3. Bupati adalah Bupati Jombang.

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan
DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan Daerah.

5. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang selanjutnya
disingkat = AKIP adalah pertanggungjawaban dan
peningkatan  kinerja  instansi  pemerintah  melalui
implemantasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah.

6. Evaluasi AKIP adalah aktivitas analisis yang sistematis,
pemberian nilai, atribut, apresiasi, dan pengenalan
permasalahan, serta pemberian solusi atas masalah yang
ditemukan guna peningkatan akuntabilitas dan
peningkatan kinerja instansi pemerintah.

7. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah yang
selanjutnya disingkat SAKIP adalah rangkaian sistematik
dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang
untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan
data, pengklasifikasian, pengiktisaran dan pelaporan kinerja
pada Perangkat Daerah dalam rangka pertanggungjawaban
dan peningkatan kinerja Perangkat Daerah.



8. Reformasi Birokrasi adalah perubahan besar dalam
paradigma dan tata kelola pemerintahan untuk
menciptakan birokrasi pemerintah yang akuntabel, kapabel,
serta memberikan pelayanan publik prima melalui 8
(delapan) Area Perubahan.

9. Sasaran Kinerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP
adalah rencana kinerja dan target yang akan dicapai oleh
seorang Pegawai Negeri Sipil yang harus dicapai setiap
tahun.

10. Umpan Balik Berkelanjutan yang selanjutnya disingkat UBB
adalah tanggapan atau respon yang diberikan terhadap
pelaksanaan rencana kinerja pegawai baik hasil kerja
maupun perilaku kerja pegawai.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini, untuk :

a. memberikan panduan dalam memahami penyelenggaraan
SAKIP di tingkat Pemerintah Daerah maupun Perangkat
Daerah;

b. memberikan panduan dalam menyusun dan menetapkan
dokumen SAKIP;

c. menetapkan langkah-langkah kerja yang harus ditempuh
dalam penerapan SAKIP;

d. memberikan panduan dalam pelaksanaan evaluasi AKIP di
tingkat Pemerintah Daerah maupun Perangkat Daerah.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk
mendorong terlaksananya SAKIP sebagai salah satu prasyarat
untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance)
dan pemerintahan yang bersih (clean government) dalam
kerangka pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

BAB III
PENYELENGGARAAN SAKIP
Pasal 4
(1) Penyelenggaraan SAKIP dilaksanakan baik pada tingkat
Pemerintah Daerah maupun Perangkat Daerah.
(2) Penyelenggaraan SAKIP sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) meliputi:
a. Perencanaan Kinerja;
b. Pengukuran Kinerja;
c. Pelaporan Kinerja; dan
d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja.

(3) Dalam Penyelenggaraan SAKIP pada tingkat Pemerintah
Daerah maupun Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dibentuk Tim Penerapan SAKIP.



(4) Tim Penerapan SAKIP sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
pada tingkat Pemerintah Daerah ditetapkan dengan
Keputusan Bupati dan pada Perangkat Daerah ditetapkan
dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah.

Pasal 5

Untuk mempermudah proses dan sebagai bagian dari
keterbukaan informasi publik, penyelenggaraan SAKIP
dilaksanakan dengan menggunakan teknologi informasi/
aplikasi.

Pasal 6

Penyelenggaraan SAKIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
ayat (1) mengacu pada pedoman sebagaimana tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

BAB IV
EVALUASI AKIP

Pasal 7

(1) Pemerintah  Daerah melaksanakan self assesment/
penilaian mandiri penyelenggaraan SAKIP Pemerintah
Daerah sebelum dilaksanakan evaluasi oleh Kementerian
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

(2) Perangkat Daerah melaksanakan self assesment/penilaian
mandiri penyelenggaraan SAKIP Perangkat Daerah sebelum
dilaksanakan evaluasi oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 8

(1) Pemerintah Daerah melaksanakan evaluasi AKIP Perangkat
Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2)
setiap tahun.

(2) Evaluasi AKIP Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Evaluator yang
ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(3) Pelaksanaan evaluasi AKIP Perangkat Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan instrumen
evaluasi berbasis elektronik.

(4) Hasil evaluasi AKIP Perangkat Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan
Bupati.

Pasal 9

Pelaksanaan evaluasi AKIP mengacu pada pedoman
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 10

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan
Bupati Jombang Nomor 24 Tahun 2021 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Jombang, dicabut dan dinyatakan tidak
berlaku.

Pasal 11
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Jombang.

Ditetapkan di Jombang
Pada tanggal 29 Agustus 2022
BUPATI JOMBANG,

ttd

MUNDJIDAH WAHAB

Diundangkan di Jombang
Pada tanggal 29 Agustus 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN JOMBANG,

ttd

AGUS PURNOMO
BERITA DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2022 NOMOR 47/E

“Pembina Tingkat I
NIP. 19670105199212 1001
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